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KOTA UEDAN TAHT'IT 202I-2026

DEWAIY PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2O14 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung
jawab kepada daerah;

b. bahwa dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem
Perencalaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Medan
diwajibkan men5rusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyaralat,
Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada serentak
Tahun 2O2O, men5rusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026 sebagai
penjabaran visi, misi dan program;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026.
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Menglngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Ant€ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tenfang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera-khir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6187);
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Talrun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O0S);

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun lg9 f tentang
pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang
Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan polonia,
Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan
Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam
Wilayah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun lg92 tentang
Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,
Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,
Langkat, dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

13. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24;
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor
r5s7);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O1Z tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O20 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor 888);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rancana pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (L,embaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor l2);

22. Peratntran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Olg-2O23 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
22);

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2O09 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan
Talrun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 20O9
Nomor 8);
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24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Ta_hun 2Ol1 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2OII-2O31
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2Ol1 Nomor 13,
Tambahan lrmbaran Daera]r Kota Medan Nomor l2);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Znnasi Kota Medan
Tahun 2Of 5-2035 (Lembaran Daerah Kota Medar Tahun 2Ol5
Nomor 2, Tambahan l.embaran Daera]r Kota Medan Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraagkat Daerah Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2O16 Nomor 15, Tambahan
l,embaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2l
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);

28. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2O2O Tentang Perubahan atas peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor I Tahun
2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2O20 Nomor);

1.

2.

3.

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal
3 Agustus 2O21;

Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2O2t-2O26
pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Tanggal 9
Agustus 202 1 ;

Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan yang
disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Tanggal 9 Agustus 2021.

Memperhatikan:

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN DEWAIT PERNTAIfiLAN RAIffAT DAERAII
KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RAITCANGAN
PERATURAN DAERAII KOTA MEDAIT TEIYTAITG RENCANA
PEMBANGUITIAIT JANGKA MET{EITGAII DAERAH IRPJMDI
XOTA MEDAI{ TAHUN 202I-2026
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 202l-2026 menjadi Peraturan Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagiar tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, agar
memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan perwal<ilan
Rakyat Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada talggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadalan perubahan dal
perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Medaa
pada taaggal e9 Agustus 2O21

DEWAN PERWAXILAN RAI(YAT DAERAH

HASYIM, S.E

WakiI tua Salril l(gfgs,

H. IHWAN RrTOI{GA,S.E.,U.U H. RATTUDIN s.Pd.I BAIIRUIISYAII,S.H., [.H

Tembugaa:
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medal
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
1O. Pertinggal.

KOTA UEDAN

Ketua,

Sstll l(6firg,


